
BUPATT BINTAN
PERATURAN BUPATI BINTAN

Nomor 6 TAHurt ?&7

TENTANG

TJANG DUKA DAN BIAYA PEMAKAMAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :4.

BUPATI BINTAN, 
I

bahwa bagi keluarga Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Bintan yang tewas dan wafat dipandang
perlu diberikan uang duka atau tunjangan kematian serta biaya
pemakaman;

bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Bintan.

Undang-undang Nomor 72 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun L956 Nomor 25);
Undang-undang Nomor 43 tahtrn L999 tentang Perubahan atau
Undang-undang Nomor 8 tahtrn 1974 tentang Pokok Kepegawaian
( Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan LembdYqn
Negara Nomor 3890 ) ; .,

Undang-undang Nomor 32 teHUn 2004, tentang Pemerindh
Daerah ( Lembaran Negara tah[h 20&1 Nomor 1i5, Tambahsr
Lembaran Negara Nodrdr4437 tahul 2OU);

Mengingat

b.

:7.

2.

J.

5.

6.

7.

4. Peraturan Pemerintah ReptrUtit Indonesia Nomor 12 tahun 1981
tentang Perawatan, TunJAi\itdn Cacat dan Uang Duka Pegawai
Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah No[tb] 25 tahun 2000, tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
Perafuran Pemerintah Nomor 13 tahun 2005, tentang
Pembentukan Organisasi Lembaran Teknis Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Bintan ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L5 Tahun 2006 tentang

Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 731,.3U697 tahun 2005
tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kepulauan Riau dan
Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN

Peraturan Bupati Bintan tentang Ua.g Duka Pegawai Negeri Sipil dih{enetapkan



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
(l) Tewas adalah:

?. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibarurya; ataub' Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehinggakematian itu disamakan dengan meninggal dunia ttilam- dan k"arena menjalankan
tugas kewajibannya; atau

c' Meninggal do13 yang langsung rJiakibatkan oleh luka atau cacad rohani atau jasmani
- yang didapat daram dan karena menjarankan tugas kewajibannya; ataud' Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak'bertanggung jawab ataupun

sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu;

'', ]l':1j_:11*_-eninggal dunia vang trukan diakibatkan oleh hat-hat sebagaimarn
rir'.na*.suct dalam huruf a;

i-l-) Ar-rak ad"alah anak yang sah, anak yang disahkan c{an ar-rak angkat menurut perafuran
,r.": : iu': dang-u n clan gan;

,0, 
:'j::?:",:i*" ayah dan atau ibu kandung atau avah cran atau ibu angka! atau ayahflan atau tfiu h-n.

uANG DUKA 
"^,ltYiiA 

pEMAKAMAN
Pasal 2

(l) Kepada isteri atau suami Pegawai 
"Negeri 

sipil yang tewas diberikan uang duka tewassebesar 6 (enam) kali penghasilan sebulin; v

(2) Apabila-pegawai.Negeri sipil yang tewas tidak meninggalkan isteri atau suami, makauang duka tewas itu diberikan kepacla anaknya;
(3) Apabila Pegawai 

fegeri Sipil yang tewas tidak meninggalkan isteri atau suami ataupunanak, maka uang duka tewas itu diberikan kepada orang tuanya;
(a) Apabila Pegawai Negeri sipil yang tewas tidak meninggalkan isteri atau suami ataupunanak, ataupun orang fua, maka rrurrg d.tk" tewas ifu diberikan kepacla ahli warisnya.

Pasal 3

Biaya pemakaman bagi Pegawai Negeri sipil yang tewas ditanggung oleh pemerintah DaerahKabupaten Bintan.

Pasal 4

$:ay1 Pemakaman yang ditanggung pemerintah Daerah adalah :

ti) Feii jenazah dan perlengkapannya;
i?i Tanah pemakaman dan biaya tempat pemakaman;
ir-; Angi<utaur jenazah dari tempat meninggat dunia ke tempat kediaman dan atau tempatpernakarr.an serta biaya persiapan pu.rrik rrrun;
'"i) Ang,kuhl d* penginapan bagi bleri / suami yang sah dan anak yang sah dari almarhum/ alrnarhumah, dengan ketentuan bahwa upu"Uitu aimarhum / almarhumah tidakmempunyai isteri / suami / 3nakylng st, rnu!; yang d,itanggung adarah biaya angkutan

dan penginapan keluarga sebanyal-Uanyat nya 3 (ugaiorang.

Pasal 5

Tewasny-a Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal2 dan 3 harus dibuktikandengan Surat Pemvataan dari P.i.lr"Ir^r.,'o horurpne-- rt-- c,,-^+ 11^t^-^-^^^ ^.,



;\-

Pasal 6

Uang tluka tewas dan biaya Pemakaman sebagaimana climaksucl dalam pasal 2 dan 3diberikan derngan surat Keputusan Rupati Binian setelah acta persefujuan atau clenganmemperhatikan pertimbangan teknis Kcpala Baclan Kepegan,aian Dierah Kabupaten Binta..
Pasal 7

(l)Kepada isteri atau suami Pegawai Negeri sipil vang wafat cliberikal trang duka wafat
sebesar 3 (tiga) kali pcnghasilan setrulari;

(2) Apabila pegawai Negeri sipil yang wafat ticlak mer.ringgalkan isteri atau suami, makauang cluka wafat itu clitrerikan kc1.,a1l1 arraknya;
(3) Apabila Pcgawai Nigeri sipil yang rvafat ticiak rncrringgalkan isteri atau suami ataupulla'ak, maka uang cluka wafat itu rrib.rika. kepada ora^rr ttrarrya;
(4) Apabila Pegawai Negcri sipil varrg rvafat iriak meninggalkarr isteri atau s'ami attrupunanak, ataupun orang tua, maka uang cluka wafat itu cliberikan kepacla ahli waris^ya.

KETTNTJff ll,,* .n,*
Pasal 8

ir'etetrluan-kotentuan-Perahtran I3upati ini lrt rlakti ju11a bagi calon pcgawai Negeri sipil rlani)'. t'r.'; i t.t tr ya n 11 ttl r.l'a S ri a n rva fa t.

Pasal 9

l'irrrrg t'ltli''il {ctyas r'!an tt'alat sE'ballainrurra clinraksucl tlalanr l,asal 2 clan Z rlibcbankan paclaAPBD Kabupaten Bintan.

BAB IV
PENUTUP

Peraturan Bupati ini murai berraku parla tanggar criu.dangka..

Agar sebiaP orang mengetahttinYa, ntt'nterintalrkan Penguntlangan peraturalr Brrpati i'iclengan Penempslsnnya claram Beirta Daerah Kabupaten Bintan.
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